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NOMOR 7                              TAHUN 2013                                   SERI E 

                            PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 
NOMOR 7 TAHUN  2013 

 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KOTA CIREBON TAHUN 2013 - 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah 
yang disusun secara berjangka, meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan 
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 

b.  bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dalam Pasal 5 ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, 
Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman pada 

RPJPD dan  memperhatikan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat Arah 

Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan 
Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, lintas 

SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana 
Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif; 

c.  bahwa Kota Cirebon telah memiliki Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2005-2025 

dan seiring dengan periode kepemimpinan yang baru 
maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu disusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota Cirebon   Tahun 2013-2018 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 
 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
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Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang     

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik    
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang   
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2004   Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor  4437), sebagaimana  

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia   Nomor  4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan   Jangka    Panjang   Nasional   Tahun 
2005-2025 (Lembaran  Negara Republik   Indonesia Tahun 

2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Cirebon 2005-2025  (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 

20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 
Seri D, Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota Cirebon 

Nomor 36); 
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20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 37); 

21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 

Seri D, Tambahan  Lembaran  Daerah Kota  Cirebon 
Nomor 38); 

22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 

Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 23); 

23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 
2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 8); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan 

WALIKOTA CIREBON 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA      
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KOTA CIREBON TAHUN 2013-2018. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal   l 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah  Kota Cirebon. 
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2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 
 

3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 
 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala 
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat Arah 

Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan 
Umum, dan Program SKPD, lintas SKPD, dan Program Kewilayahan 

disertai Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif.   

 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Cirebon.  

 
Pasal  2 

 

RPJMD berfungsi sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi 
pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 
Pemerintah Kota. 

 
 

BAB  II 

SISTEMATIKA RPJMD 

 

Pasal  3 

Sistematika RPJMD terdiri dari : 

 
BAB  I PENDAHULUAN 

BAB  II   GAMBARAN UMUM KOTA CIREBON 

BAB  III   GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKA PENDANAAN 

BAB  IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

BAB  V    VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

BAB  VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB  VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN 

PENDANAAN 

BAB  IX  INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA CIREBON 

BAB  X PENUTUP 

 

 

BAB  III 

ISI DAN URAIAN RPJMD  

 

Pasal  4 

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan  
Daerah ini tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan. 
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BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal  5 

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun 
sejak diundangkan. 

 
Pasal  6 

Apabila terjadi perubahan kelembagaan SKPD maka : 

a. Bagi SKPD baru, tetap menyusun rancangan Rencana Strategis, sesuai 
mekanisme peraturan perundang-undangan. Target sasaran yang 

belum terdapat dalam RPJMD, akan dicantumkan pada saat evaluasi 
RPJMD. 

b. Bagi SKPD baru yang merupakan pemecahan SKPD lama, maka tetap 
menyusun rancangan Rencana Strategis sesuai mekanisme peraturan 
perundang-undangan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif mengacu pada target SKPD 
lama yang tercantum dalam RPJMD. Penyesuaian kemudian dilakukan 

pada saat evaluasi RPJMD. 
 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  7 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
 

Pasal  8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Cirebon. 

 
   Ditetapkan di Cirebon 

   pada tanggal 4 Desember 2013 
 

WALIKOTA CIREBON, 

 
Ttd, 

 
 

ANO SUTRISNO 
 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 6 Desember 2013 
 

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

 
                            Ttd, 
 

                ARMAN SURAHMAN 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR  7 SERI E 
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LAMPIRAN   : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR : 7     TAHUN    2013 

TANGGAL : 4 DESEMBER 2013 

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
(RPJMD) KOTA CIREBON TAHUN 2013-2018 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


